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PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 72 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  

PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2021-2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BANDUNG, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Rencana Strategis Pada Unit 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Tahun 2021-

2025; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 

17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil 

di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang ... 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraa Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

8. Undang ... 
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https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf


3 
 

https://jdih.bandung.go.id/home/ 
 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5347); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); 

 

 

13. Peraturan ... 
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13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor 

10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi 

Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Pengajuan, Penerapan dan Perubahan Rencana 

Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Badan Layanan Umum; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1213); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa 

Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 

Nomor 8); 

 

19. Peraturan ... 
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http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/Permendagri%20No.79%20TH%202018%20+%20Lampiran8cb22bdd0b7ba1ab13d742e22eed8da2.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/Permendagri%20No.79%20TH%202018%20+%20Lampiran8cb22bdd0b7ba1ab13d742e22eed8da2.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/PMDN%20No%2077%20Tahun%202020%20tentang%20Pedoman%20Teknis%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah%20AUTENTIFIKASI%20UPLOAD%20FINAL9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/PMDN%20No%2077%20Tahun%202020%20tentang%20Pedoman%20Teknis%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah%20AUTENTIFIKASI%20UPLOAD%20FINAL9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0.pdf
https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/7020
https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/7020
https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/2680
https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/2680
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/1982/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/1982/detail
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19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 

9); 

20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 48 Tahun 

2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah (Berita 

Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 49); 

 
                           MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA 

STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2021-2025. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 

4. Dinas adalah perangkat daerah Kota Bandung yang 

bertanggung jawab menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup. 

5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang 

selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Sampah 

adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang di bidang pengelolaan sampah pada 

Dinas. 

6. Badan ... 

https://jdih.bandung.go.id/home/
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6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 

unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya. 

7. Rencana Stategis BLUD UPT Pengelolaan Sampah 

yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen 

perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk 

menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan 

mempertimbangkan alokasi sumber daya dan 

kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. 

8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya 

disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran 

tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai 

bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran 

SKPD. 

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola 

pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek 

bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan 

kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD 

yang bertanggung jawab terhadap kinerja 

operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, 

pejabat keuangan dan pejabat teknis yang 

sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang 

berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 

 

BAB II 

RENCANA STRATEGIS 

Pasal 2 

(1) UPT Pengelolaan Sampah menyusun Renstra lima 

tahunan dengan mengacu kepada Renstra Dinas. 

(2) pelaksanaan ... 
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(2) Pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus berdasarkan pada peningkatan 

pelayanan masyarakat, efisiensi, efektifitas, 

produktifitas yang berpedoman pada praktek bisnis 

yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan 

keuntungan. 

(3) Implementasi Renstra dilakukan dengan 

memperhatikan fleksibiitas penerapan BLUD. 

 

Pasal 3 

(1) Renstra disusun oleh Pemimpin BLUD. 

(2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), memuat: 

a. rencana pengembangan layanan; 

b. strategis dan arah kebijakan; dan 

c. rencana program dan kegiatan. 

(3) Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut: 

a. memberikan landasan operasional bagi BLUD 

UPT Pengelolaan Sampah; 

b. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan; dan 

c. memberikan pedoman dalam penyusunan 

instrumen pengendalian, pengawasan dan 

evaluasi kinerja BLUD UPT Pengelolaan Sampah. 

(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I : PENDAHULUAN. 

   Memuat latar belakang, 

landasan hukum dan maksud 

dan tujuan. 

 

 

 

 

b. BAB ... 
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b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UPT 

PENGELOLAAN SAMPAH. 

   Memuat kondisi umum, tugas, 

fungsi, struktur organisasi, 

sumber daya dan capaian 

kinerja UPT Pengelolaan 

Sampah. 

c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS 

BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI. 

   Memuat identifikasi masalah, 

prioritas masalah, penyebab 

permasalahan, isu strategis 

dan rencana pengembangan 

layanan. 

d. BAB IV : PERENCANAAN STRATEGIS 

PELAYANAN UPT 

PENGELOLAAN SAMPAH. 

   Memuat rencana strategis, 

arah kebijakan, rencana 

program dan kegiatan. 

e. BAB V : PENUTUP. 

(5) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 

ini. 

 
Pasal 4 

Pelaksanaan penyusunan RBA dan pengelolaan UPT 

Pengelolaan Sampah berpedoman pada Renstra. 

 

 

 

 

BAB ... 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

 

Ditetapkan di Bandung  

pada tanggal 11 Juli 2021 

WALI KOTA BANDUNG, 

                   TTD. 

  ODED MOHAMAD DANIAL 
 

 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal 11 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  

                          TTD. 

                 EMA SUMARNA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 72 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 

 

 
ASEP MULYANA, S.H. 

Pembina 
NIP. 19631021 199603 1 001 
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LAMPIRAN  : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

  NOMOR : 72 TAHUN 2021 

  TANGGAL : 11 JULI 2021 
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